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Abstract

An increase in social welfare using developmental approach which is conducted through area-based
Local Economic Development (LED) is believed to be one of the development strategies to reduce the
possibility of distorted development occurrence at the rural areas since it is implemented synergistically
involving the relationship among Government, “market”, and the society. This study is to analyze the
synergism of LED components, driving factors, and synergism obstacles, and further to formulate a
model of LED component synergism for increasing social welfare at Telang (South Sumatera Province )
and Batu Betumpang Areas (Bangka Belitung Province). Research method employed is deductive-
qualitative approach with the type of explanatory research. The research uses some analytical
techniques, namely four dimensions of synergism analysis, theory driven thematic analysis, and
Problem Tree Analysis. Result of the study shows that collaboration of LED components at Telang Area
is categorized into fragmented category, whereas at Batu Betumpang Area is categorized into the less
synergetic one. The driving factors and main obstacles of LED synergism to create social welfare and to
prevent the disembedded economy at the two areas are collaborative capability, leadership,
regulations, collaborative planning, collaborative system, consensus on common goals, and legitimacy.
These factors have become the triggers in arising other factors such as readiness, commitment, public
participation, conflict of interest, motivation and communication.. Therefore, those seven triggering
factors deserve to attain special attention to improve the synergism of LEDto increase the social
welfare and to prevent the disembedded economy.
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Abstrak

Peningkatan kesejahteraan sosial dengan pendekatan developmentalis yang dilaksanakan melalui
Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) berbasis kawasan, diyakini mampu sebagai salah satu strategi
pembangunan untuk mengurangi terjadinya distorted development di kawasan perdesaan karena
dilaksanakan secara sinergis antara Pemerintah, “pasar”, dan masyarakat; serta ditujukan untuk
peningkatan kesejahteraan sosial bagi semua. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
sinergisme komponen PEL dan menganalisis faktor pendorong dan kendala sinergisme komponen



Sinergisme Komponen ... (Sri Najiyati, Robert A. Simanjuntak, dan Nunung Nurwati )

PEL untuk peningkatan kesejahteraan sosial di Kawasan Telang (Provinsi Sumatera Selatan) dan
Batu Betumpang (Provinsi Bangka). Metode penelitian menggunakan pendekatan deduktif-kualitatif
dengan jenis penelitian eksplanatori. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis empat dimensi
sinergisme, theory driven thematic analysis, dan Problem Tree Analysis (PTA). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kolaborasi komponen PEL di Kawasan Telang termasuk dalam kategori
terfragmentasi, sedangkan kolaborasi di Batu Betumpang termasuk dalam kategori kurang sinergis.
Faktor pendorong dan kendala utama sinergisme PEL untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan
mencegah terjadinya disembedded economy di kedua kawasan adalah kapabilitas kolaborasi,
kepemimpinan, regulasi, perencanaan kolaboratif, sistem kolaborasi, konsensus tujuan bersama, dan
legitimasi. Faktor-faktor tersebut memicu munculnya faktor-faktor lainnya seperti readiness,
komitmen, partisipasi masyarakat, konflik kepentingan, motivasi, dan komunikasi. Oleh sebab itu,
ketujuh faktor pemicu harus diperhatikan untuk peningkatan sinergisme PEL guna meningkatkan
kesejahteraan sosial serta mencegah terjadinya disembedded economy.

Kata kunci: kesejahteraan sosial, pengembangan ekonomi lokal, perdesaan, sinergisme

Klasifikasi JEL: R58, 131

L PENDAHULUAN

Penduduk desa belum memperoleh manfaat yang seimbang dalam proses pembangunan
di Indonesia. Desa masih menjadi hunian bagi sekitar 63 % penduduk miskin negeri ini (Badan
Pusat Statistik, 2014). Menurut Badan Pusat Statistik (2014), jumlah penduduk miskin
Indonesia pada posisi September 2013 tercatat 28,55 juta atau 11,47% dari total penduduk di
Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 63% berada di perdesaan dan 37% berada di
perkotaan, atau sekitar 17,9% penduduk desa adalah miskin dan 10,63 % penduduk kota
adalah miskin. Menurut Nemes (2005. p.12) masyarakat perdesaan bersaing secara tidak
sehat dan tidak adil dengan masyarakat perkotaan sebagai akibat aksesibilitas dan
sumberdaya yang terbatas dan tidak seimbang seperti infrastruktur, sumber-sumber
pembiayaan, kompetensi sumberdaya manusia, dan lain sebagainya. Mereka membutuhkan
perlindungan dan dukungan Pemerintah dalam proses pembangunan. Dengan demikian,
diperlukan strategi pembangunan yang dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan
penduduk perdesaan.

Program penanggulangan kemiskinan di Indonesia telah dilakukan melalui berbagai
skema oleh berbagai sektor. Namun, berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa program
penanggulangan kemiskinan di berbagai sektor tersebut kurang berkelanjutan atau kurang
dapat mencapai sasaran, antara lain karena pada implementasinya bersifat sektoral, parsial,
tumpang tindih, tidak memadai kebutuhan, atau tidak tepat sasaran (Darwis dan Rusastra 2011;
Bahrein, 2010; Laksmono, 1999; Ashari, 2008; Bank Indonesia Makasar, 2006; Danarti, 2011;
Erizal, 2008; Darmanto, 2011; Syukri, Mawardi, dan Akhmadi, 2011). Oleh karena itu, diperlukan
konsep pembangunan yang sinergis sampai di tingkat implementasi untuk mengangkat
kesejahteraan masyarakat.

Tanpa sinergisme antar berbagai pelaku pembangunan, program pembangunan akan
mengalami kegagalan (Nemes, 2005). Bryson, Crosby, & Stone (2006) menyatakan bahwa orang-
orang yang ingin mengatasi masalah sosial yang sulit, sudah mulai menyadari bahwa berbagai
komponen pembangunan yang bergerak di bidang bisnis, nonprofit, atau filantropi; harus saling
bersinergi untuk menghadapi tantangan dan mencapai hasil yang efektif. Dalam kondisi ini,
semakin ditemukan banyak pimpinan organisasi Pemerintah yang memfasilitasi dan
beroperasi pada tataran multi-organisasi dalam rangka pengaturan jaringan dan memecahkan
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masalah yang saling terkait dan tidak dapat diselesaikan dengan mudah oleh sektor tunggal
(O'Leary et al.,, 2009).

Teori sinergisme mengatakan bahwa sinergisme antar entitas atau komponen akan
memberikan hasil yang lebih baik dari pada sendiri-sendiri. Sinergisme dalam konteks
manajemen pada dasarnya adalah kolaborasi atau kerjasama dua komponen atau lebih yang
berkomitmen dan membentuk suatu sistem yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan
bersama; dan memberikan perubahan yang lebih baik atau berbeda dari efek masing-masing
(disintesis dari pendapat Richard, 2007; Corning, 1998, Anderson & Carter, 1974; Andrushko,
2012; Corbin, Mittelmark, dan Lie, 2011; Lasker, Weiss, dan Miller, 2001; Carnwell dan Carson.
2005).

Sebagaimana sudah dikemukakan di atas bahwa berbagai program penanggulangan
kemiskinan telah dilaksanakan oleh Pemerintah tetapi hasilnya belum optimal. Menurut Midgley
(1995, p. 3-4) kemiskinan merupakan salah satu akibat terjadinya distorted
development yaitu fenomena pembangunan ekonomi yang tidak selaras dengan perkembangan
sosial, karena terlalu mengejar pertumbuhan sehingga hasilnya tidak dapat dinikmati oleh
kelompok yang kalah bersaing dan tertinggal. Akibatnya, pembangunan ekonomi cenderung
menghasilkan “output kembar” yaitu pertumbuhan dan kemiskinan (Nugroho, Adam, Tjitroresmi,
dan Aryo (2010). Oleh sebab itu, harus ada konsep pembangunan yang mampu mencegah
terjadinya  proses kesenjangan Kkesejahteraan yang makin melebar sebagai akibat dari
pembangunan ekonomi yang berorientasi pertumbuhan.

Untuk memecahkan masalah pembangunan yang terdistorsi, diperlukan pendekatan
pembangunan ekonomi yang menjamin bahwa kesejahteraan sosial secara menyeluruh mendapat
prioritas yang tinggi, melalui pendekatan developmentalis (Zastrow, 2010; Midgley, 1995; Adj,
2005). Pendekatan developmentalis dijabarkan lebih lanjut oleh Midgley (1995) dalam konsep
Social Development yaitu sebuah proses perubahan sosial yang terencana untuk meningkatkan
kesejahteraan penduduk secara keseluruhan, dilaksanakan melalui penyelarasan dengan
pembangunan ekonomi yang dinamis. Dengan pemahaman social development tersebut, maka
pengentasaan kemiskinan di perdesaan memerlukan antara lain pembangunan ekonomi yang
dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh dalam setting spesifik
lokasi, dan dilaksanakan secara sinergis antara Pemerintah, “pasar”, dan masyarakat.

Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) atau Local Economic Development (LED merupakan
salah satu konsep pembangunan ekonomi yang sesuai dengan pendekatan social development
yang digagas oleh Midgley (1995). PEL adalah proses pembangunan ekonomi berbasis
kawasan/lokasi yang dilaksanakan melalui kerjasama antara Pemerintah, masyarakat, dan
swasta (“pasar”) untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya lokal guna meningkatkan
kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (disintesis dari Helmsing, 2001; Swinburn, Goga &
Murphy ,2006, Blakely, 2010; The World Bank, 2011). Definisi PEL paradigma baru tersebut
jelas merujuk bahwa kerjasama yang sinergis antara Pemerintah, masyarakat dan “Pasar”;
menjadi kunci keberhasilan PEL. Beberapa hasil penelitian juga merekomendasikan agar ada
upaya peningkatan keterpaduan, kolaborasi, koordinasi, atau partisipasi -sebagai bagian dari
dimensi atau faktor sinergisme- ; guna menunjang keberhasilan PEL di beberapa negara (Beyer,
Peterson & Sharma, 2003; Tello, 2010).

Pembangunan terpadu berbasis lokasi atau kawasan yang dirancang untuk mendorong
terjadinya sinergisme sudah lama dikembangkan di Indonesia melalui berbagai skema.
Diantaranya adalah Agropolitan, Minapolitan, Kawasan Sentra Produksi, dan Kawasan
Pengembangan Ekonomi Terpadu (RPJMN 2010-2014), Kota Terpadu Mandiri (KTM), dan PEL;
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yang diinisiasi oleh berbagai Kementerian dan Bappenas serta dilaksanakan oleh berbagai daerah.
Namun demikian, hasil-hasil penelitian di Indonesia menunjukkaan bahwa program
pembangunan berbasis kawasan tersebut secara umum belum memberikan hasil seperti yang
diharapkan karena pada implementasinya, masih bersifat sektoral, tumpang tindah, dan atau
kurang koordinasi (Suyatno, 2000; Najiyati dan Slamet, 2011; Yunelimeta, 2008; Darmanto,
2011, Jocom, 2006; Igbal dan Anugrah, 2009; Erizal, 2008). Hal ini sesuai dengan pendapat
O’Hara (2012) yang menyatakan bahwa ketiga komponen pembangunan ekonomi tidak selalu
berjalan harmonis tetapi seringkali justru kontradiktif karena tujuan dan motifasi yang berbeda.
Kontradiktif yang berlebihan akan menyebabkan dominasi satu komponen terhadap komponen
lain sehingga menyebabkan adanya disembedded economy. Sebaliknya apabila terjadi
keseimbangan distribusi nilai tambah pada masing-masing komponen; akan terjadi embedded
economy.

Dengan kenyataaan seperti tersebut di atas, terlihat bahwa prinsip sinergisme dalam
pembangunan berbasis kawasan, baru menjadi kata klise yang belum terwujudkan. Diduga
ada yang salah dalam implementasi konsep sinergisme dalam proses PEL berbasis kawasan di
Indonesia atau dimungkinkan ada faktor-faktor lain yang belum diketahui dan ikut
mempengaruhi  proses sinergisme pembangunan di Indonesia. McGuire (2006, p. 33)
mengatakan bahwa dalam konteks pembangunan, Pemerintah memang bukan entitas yang
dapat memaksakan tindakan tetapi mereka merupakan kemudi dalam proses pembuatan dan
pelaksanaan kebijakan pembangunan. Juga dikatakan bahwa walaupun dalam proses kolaborasi
antar komponen pembangunan harus ada kesetaraan, namun bagaimanapun juga, Pemerintah
pada akhirnya harus bertanggung jawab dalam pelayanan dan kepuasan publik. Dengan
demikian, Pemerintah adalah komponen yang bertanggungjawab terhadap berlangsungnya
proses kolaborasi sehingga menghasilkan sinergisme pembangunan untuk mencapai
kesejahteraan sosial.

Sebagaimana telah disampaikan bahwa pendekatan developmentalis dengan konsep
social development melalui PEL dilaksanakan secara sinergis antara Pemerintah, “pasar”, dan
masyarakat. Namun pembahasan, kajian, dan penelitian sinergisme PEL belum banyak dilakukan
secara mendalam. Penelitian dan kajian sinergisme lebih banyak dikembanngkan di bidang
ilmu-ilmu biologi, kimia, farmasi, dan fisika (Corning, 1998). Sementara penelitian tentang
sinergisme di bidang manajemen saat ini lebih banyak dilakukan dalam konteks hubungan
personal, manajemen perusahaan, manajemen antar perusahaan, serta manajemen
pembangunan antar sektor di bidang kesehatan (Lasker, Weiss, dan Miller, 2003; Corbin,
Mittelmark, & Lie, 2011; Corwin, Corbin, & Mittelmark, 2012; Andrushko, 2012; Bryson, Crosby, &
Stone, 2006; McGuire, 2006; Wanna, 2008, Benecke, Schurink, & Roodt, 2007). Oleh sebab itu,
kajian tentang sinergisme komponen PEL untuk peningkatan kesejahteraan sosial dianggap
penting dan  menarik, serta masih terbuka banyak peluang untuk melakukan penelitian
sinergisme dalam konteks kesejahteraan sosial melalui PEL terutama di Indonesia.

Kawasan Telang (terletak di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan) dan Batu
Betumpang (terletak di Kabupaten Bangka Belitung) merupakan dua dari 44 lokasi PEL yang
dikembangkan melalui skema Kota Terpadu Mandiri (KTM). Dari beberapa hasil evaluasi dan
penelitian (Danarti dkk, 2012, Ditjen P2MKT, 2009, Najiyati dan Slamet, 2011, Haryadi dkk, 2012)
menunjukkan bahwa PEL di kedua lokasi tersebut telah menunjukkan keberhasilan tetapi juga
masih menghadapi berbagai permasalahan. Persentase keluarga miskin di kawasan ini cukup
tinggi yaitu di Kawasan Telang 35,3% (BPS Kabupaten banyuasin, 2014) dan di Kawasan Batu

221



Kajian Ekonomi dan Keuangan, Volume 19, No. 3, Desember 2015, Hal : 218-245

Betumpang 32,4% pada (BPS Kabupaten Bangka Selatan, 2013). Oleh sebab itu, sinergisme
PEL di Kawasan Telang dan Batu Betumpang, penting untuk diteliti.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang sudah disebutkan, penelitian Sinergisme
Komponen Pengembangan Ekonomi Lokal ini bertujuan untuk: (1) menganalisis sinergisme
komponen PEL serta (2) menganalisis faktor-faktor = pendorong dan kendala sinergisme
komponen PEL di Kawasan Telang dan Batu Betumpang untuk peningkatan kesejahteraan sosial.
Penelitian ini merupakan bagian dari disertasi pada Program Doktor Ilmu Kesejahteraan Sosial,
Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP, Universitas Indonesia.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Terdapat tiga alternatif pendekatan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yaitu
residual, institusional, dan developmentalis (Zastrow, 2010; Midgley, 1995; Adi, 2005).
Penelitian ini menggunakan pendekatan developmentalis dengan konsep social development
sebagaimana digagas oleh (Midgley, 1995) karena lebih relevan dengan prinsip sinergisme,
keadilan sosial, pengembangan ekonomi lokal, dan semangat gotong royong sebagaimana
tertuang dalam Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945. Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL)
atau Local Economic Development (LED) berbasis kawasan merupakan salah satu implementasi
dari konsep social development. PEL paradigma baru dilaksanakan berbasis kawasan melalui
kolaborasi Pemerintah, korporasi/Badan usaha/”pasar”, dan masyarakat untuk peningkatan
kesejahteraan seluruh warga (Helmsing, 2001; Rogerson, 2002; Swinburn, Goga & Murphy, 2006;
Blakely, 2010).

O’Hara (2012 p.22) mengelompokkan komponen yang berperan dalam keberhasilan
pengembangan ekonomi dalam empat unsur yang disebut sebagai  Quadratic Elements of
Governance. Komponen tersebut terdiri atas Pemerintah, masyarakat (individu) dan civil
society, dan korporasi. Dalam penelitian ini, masyarakat dan civil society dikelompokkan
menjadi satu sebagai komponen masyarakat. Oleh sebab itu, komponen PEL (lihat Gambar
2.1) meliputi : Pemerintah terdiri atas lintas instansi; masyarakat terdiri atas individu dan
pelaku usaha mikro, buruh, dan organisasi masyarakat; dan organisasi non pemerintah
termasuk badan usaha dan “pasar”. Istilah “pasar” atau pelaku pasar di sini diartikan sebagai
komponen pelaku usaha di bidang pembelian dan penjualan barang dan jasa yang dikontrol
oleh suply dan demand.

Kolaborasi dalam konteks manajemen menurut Wanna (2008, p.3) dan Carnwell &
Carson (2005, p.8) berarti kerjasama antara seseorang/organiasi dengan orang lain atau
organisasi untuk mencapai tujuan atau usaha bersama. Mengacu pada pengertian tersebut, maka
kolaborasi dalam penelitian ini secara lebih sederhana didefinisikan sebagai kerjasama dua
komponen atau lebih yang berkomitmen untuk mencapai tujuan bersama.

Sebagaimana disebutkan pada Bab Pendahuluan bahwa sinergisme adalah kolaborasi
atau kerjasama dua komponen atau lebih yang berkomitmen dan membentuk suatu sistem yang
saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan bersama; dan memberikan perubahan yang lebih
baik atau berbeda dari efek masing-masing. Definisi tersebut memperlihatkan posisi
sinergisme terhadap kolaborasi di bidang manajemen; sinergisme merupakan bagian dari
kolaborasi dan tidak semua kolaborasi adalah sinergisme. Hanya kolaborasi yang memenuhi
persyaratan tertentu yang disebut sinergisme. Kolaborasi yang tersistem dan memberikan
hasil yang lebih baik atau berbeda disebut sebagai sinergisme.

Mengacu pada konsep sinergisme tersebut di atas, maka ada empat dimensi yang harus
dipenuhi untuk mencapai sinergisme komponen PEL yaitu dimensi proses kolaborasi, dimensi
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sistem, tujuan bersama, dan dimensi efek (Gambar 2.1). Penjelasan dari masing-masing dimensi
sebagai berikut: Dimensi sistem tercermin dari adanya model yang mereprentasikan sistem
yaitu rangkaian komponen PEL yang terstruktur dalam Kklaster dan antar klaster komoditas
yang saling bekerjasama secara teratur dari hulu ke hilir, untuk mencapai tujuan bersama
(diadaptasi dari pendapat Middleton, 2011; Wiranto & Tarigan, 2002; Sugarmansyah, dkk, 2011;
Custodio, 2003; Wanna, 2008; Carnwell & Carson, 2005; Payne, 2005; Corning, 1993).

Dimensi tujuan bersama tercermin dari adanya tujuan bersama yang disepakati,
diinformasikan, dan dipahami oleh masing-masing komponen (Wanna, 2008 p.3; Carnwell dan
Carson, nd, P.8). Dimensi proses kolaborasi antar entitas tercermin dari komitmen komponen
dan partisipasi masyarakat. Komitmen merupakan kemampuan dan kemauan seseorang untuk
menyelaraskan perilaku dengan kebutuhan, prioritas dan tujuan kerjasama (Soekijan, 2009).
Indikator partisipasi mengacu pada tangga partisipasi masyarakat yang digagas oleh Laris et
al (2000) dalam Ife dan Tesoreiro (2008), tetapi tangga memiliki kontrol dan mendelegasikan
dikategorikan dalam kelompok yang saama, sehingga dalam penelitian ini dibagi dalam enam
tangga yaitu memiliki kontrol/mendelegasikan, merencanakan bersama, menasihati/
mengusulkan, mengkonsultasikan, menerima informasi, dan nihil (tanpa partisipasi).

Dimensi efek pada kesejahteraan dapat dilihat dalam jangka pendek dan jangka panjang
yang dicerminkan oleh perubahan output dan outcome sebagai berikut (diadaptasi dari
Goldman, 2005; Rogerson, 2002; Swinburn, Goga dan Murphy, 2006 ; Scoones, 1998; DFID, 1999;
Laksmono, 1999 ; Ribot dan Peluso (2003):

a. Output: livelihoos resource meliputi peningkatan asset : modal natural, modal ekonomi atau
keuangan, modal manusia, modal sosial, modal fisik.

b. Output : Perkembangan usaha meliputi peningkatan produksi, omset penjualan, atau
keuntungan; usaha baru atau kemudahan dalam memperoleh pekerjaan.

c.  Livelihood Outcome: terdiri atas peningkatan pendapatan dan penurunan biaya pemenuhan
kebuhan dasar.

d. Keterjangkauan penduduk miskin: kemampuan penduduk miskin untuk mendapatkan
manfaat dari program PEL.

Keempat dimensi tersebut di atas harus terpenuhi agar kolaborasi dapat disebut
sebagai kolaborasi tingkat tinggi atau sinergisme (Tabel 2.1). Kolaborasi Pemerintah, badan
usaha/”pasar”, dan masyarakat dalam pengembangan PEL dapat mengalami kendala sehingga ada
beberapa kemungkinan kategori yaitu mencapai sinergisme, terfragmentasi, additive, atau
antagonis (diadaptasi dari pendapat Richard, 2007; Corbin, Mittelmark, dan Lie, 2011, Bryson,
Crosby, & Stone, 2006, Reid & Smith, 2012. Apabila tidak ada kolaborasi disebut sektoral
(Tarigan, 2004).

Kolaborasi yang tidak tersistem disebut terfragmentasi (Reid & Smith (2012) yang
memberikan hasil sama saja disebut additive atau integrity (Richard (2007 p.12, Corbin,
Mittelmark, & Lie (2011, p.2), yang memberikan hasil lebih buruk disebut antagonis (Corbin,
Mittelmark, & Lie (2011, p.2). Kolaborasi tingkat tinggi yaitu yang tersistem dan memberikan
hasil lebih baik disebut sinergisme (Richard, 2007 p.12; Corbin, Mittelmark, & Lie, 2011, p.2).
Apabila tidak ada kolaborasi dalam pembangunan, disebut sektoral (Tarigan, 2004).

Preposisi penelitian ini mengacu pada pendapat McGuire (2006); Bryson, Crosby, dan
Stone (2006); Vangen & Huxham (2003); Kahn dan Mentzerm (1996); Kozuch (2009), Morris
(2010); Hoornbeek, Macomber, Phillips, Satpathi (2009); Golonka (2013); Richard, (2007) sebagai
berikut: keberhasilan kolaborasi PEL mencapai kateori sinergisme dapat dipengaruhi oleh
faktor-faktor yang selama ini teridentifikasi sebagai faktor pendorong dan kendala kolaborasi
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dalam berbagai konteks seperti manajemen perusahaan dan atau kolaborasi lintas sektor pada
konteks
kepemimpinan, komitmen, partisipasi

pembangunan lainnya; yaitu perencanaan kolaboratif, kesepakatan, komunikasi,
masyarakat, kepercayaan, legitimasi, konflik kepentingan,
ketidaksiapan (readiness), kapabilitas kolaborasi, motivasi, sistem kolaborasi, tujuan bersama,

keadilan, dan faktor eksternal (Gambar 2.1).

Tabel 2.1. Kategori Kolaborasi dan Kriteria Sinergisme Komponen PEL

No Kategori Kriteria
Kolaborasi Sistem Tujuan bersama Proses Efek
1 Sinergisme Tersistem dalam Tujuan bersama Komitemen Kesejahteraan
Kklaster secara disepakati dan seluruh (Livelihoods resource,
komprehensif dipahami oleh komponen dan kondisi usaha,
seluruh komponen  partisipasi Livelihoods Outcome,
masyarakat keterjangkauan)
tinggi umumnya sangat
meningkat secara
optimal
2 Kurang Sistem tidak Tujuan bersama: Komitmen dan  Kesejahteraan
sinergis koperhensif disepakati oleh partsisipasi : meningkat tetapi
(Sebagian dibuat sebagian komponen, bervariasi dari kurang optimal dan
klaster tetapi tetapi kurang tinggi-kurang atau tidak merata
klaster tidak mewadahi
tersistem secara kepentingan
jelas/tidak bersama dan
tertulis) kurang dipahami
oleh sebagian
komponen
3 Terfragmenta Tidak tersistem  Ada tujuan tetapi Komitmen dan  Kesejahteraan sebagian
si dan tidak tidak disepakati partisipasi : masyarakat meningkat
terklaster bersama dan atau umumnya tetapi tidak optimal
sebagian besar kurang dan tidak merata
komponen kurang
memahami
4 Aditif Tersistem atau Tujuan disepakati Komitmen- Kesejahteraan tidak
(terintegrasi)  terfragmentasi atau kurang tinggi atau mengalami perubahan
kurang
5 Antagonis Tersistem atau Tujuan disepakati Komitmen- Kesejahteraan
terfragmentasi atau kurang tinggi atau umumnya menurun
kurang
6 Sektoral Tidak tersistem  Tidak ada tujuan Tidak ada -
Tidak ada bersama komitmen
kolaborasi berkolaborasi
Sumber Diadaptasi dari pendapat Custodio (2003); Payne (2005); Wanna (2008); Carnwell &

Carson (2005); Middleton (2011); Wiranto & Tarigan (2002); Sugarmansyah, dkk (2011); Laris et al
(2000) dalam Ife & Tesoreiro (2008) ; Goldman (2005); Rogerson, 2002; Swinburn, Goga dan Murphy
(2006); Djojodipuro (1994); Scoones (1998); DFID (1999); Laksmono (1999); Tarigan (2004); Bryson,
Crosby, & Stone (2006); Richard (2007); Corbin, Mittelmark, & Lie, (2011); Reid & Smith (2012)
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masyarakat K
» Pertumbuhan untuk v —»‘ Aditif ‘
kesejahteraan seluruh a
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r
a
S
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K_apabilitas kolab_orasi, Regulasi,Kepemim_pinan, (Corbin, Mittelmark, dan
Sistem kolaborasi, Perencanaan kolaboratif, Lie 2011 Bryson
legitimasi, Konsesnsus tujuan, Faktor eksternal Crosby, dan Stone, 2006,
Readiness, Partisipasi masyarakat, Komitmen, Richard, 2007 Reid dan
Konflik kepentingan, Kepercayaan, Komunikasi, Smith, 2012, Tarigan,

Motivasi, Keadilan, Faktor Eksternal (McGuire, 2006; 2004)
Bryson, Crosby, dan Stone, 2006; Vangen & Huxham, 2003;
Kahn dan Mentzer, 1996; Kozuch, 2009, & Morris, 2010;
Hoornbeek, Macomber, Phillips, Satpathi,2009; Golonka,,2013;
Richard, 2007)

Sumber : Dianalisis dari McGuire, 2006; Bryson, Crosby, dan Stone, 2006; Vangen & Huxham, 2003;
Kahn dan Mentzer, 1996; Kozuch, 2009; Morris, 2010; Hoornbeek, Macomber, Phillips, Satpathi,2009;
Golonka, 2013; Richard, 2007; Corbin, Mittelmark, dan Lie, 2011; Bryson, Crosby, dan Stone, 2006;
Richard, 2007; Reid dan Smith, 2012; Tarigan, 2004

Gambar 2.1. Preposisi Faktor Pendorong dan Kendala Sinergisme

III. METODE PENELITIAN

Penelitian Sinergisme Komponen Pengembangan Ekonomi Lokal ini dilaksanakan dengan
pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian eksplanatori. Bryman (2008, p.373) menyatakan
bahwa umumnya penelitian kualitatif bersifat induktif, tetapi beberapa peneliti melakukan
penelitian kualitatif untuk menguji teori, sehingga dalam penelitian kualitatif dimungkinkan
bersifat deduktif dan tidak ada alasan mengapa penelitian kualitatif tidak dapat digunakan untuk
menguji teori-teori yang ditentukan sebelum pengumpulan data. Hal tersebut senada dengan
pendapat Batektine (2008), Silverman (2011), Creswell (2009). Menurut Creswell (2009 p. 93-98)
ada empat tipe penelitian kualitatif menurut peran teori di dalamnya, yaitu : (1)
menggunakan teori sebagai hipotesis; (2) menggunakan teori sebagai panduan umum untuk
meneliti (3) menggunakan teori sebagai poin akhir penelitian dan menerapkan proses
penelitiannya secara induktif, dan (4) tidak menggunakan teori secara eksplisit.

Dalam penelitian ini, teori kesejahteraan sosial, sinergisme, dan PEL secara eklektik
digunakan sebagai pemandu tema-tema penting dalam pengumpulan data serta menganalisis
pencapaian dan faktor sinergisme PEL. Tema-tema tersebut tidak bersifat mengikat karena
dapat bertambah sesuai dengan temuan lapang.

Penelitian dilaksanakan di Kawasan Telang (Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera
Selatan) dan Batu Betumpang (Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung). Pada kawasan
ini, sedang dikembangan PEL dengan skema Kota Terpadu Mandiri (KTM) yang dilaksanakan
oleh Pemerintah Daerah dan diinisiasi oleh Kementeraian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Data yang dihimpun dalam penelitian Sinergisme Komponen Pengembangan Ekonomi
Lokal ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh melalui analisis
dokumen. Data primer diperoleh melalui peninjauan langsung ke lapang (field research).
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Penelitian lapang dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan, observasi
sederhana, dan Focus Group Discussion (FGD).

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik analisis sesuai dengan fokus penelitian.
Analisis pencapaian sinergisme komponen PEL dilakukan melalui analisis empat dimensi
sinergisme yaitu dimensi sistem, tujuan bersama, proses kolaborasi, dan perubahan efek.
Dimensi perubahan efek kesejahteraan terdiri atas perubahan Ilivelihoods resource, kondisi
usaha, livelihoods outcome, dan keterjangkauan penduduk miskin. Selanjutnya, faktor pendorong
dan kendala sinergisme komponen PEL, dianalisis dengan metode theory driven tematik
analysis (mengacu pada Gibsons & Jones, 2012; Braun & Clarke, 2006; Namey, Guest, Thairu &
Ajohnson, 2008); dan Problem Tree Analysis (PTA) sehingga membentuk anatomi
permasalahan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Rona Kawasan dan Proses PEL

Kawasan Telang terletak di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Kawasan
ini meliputi 41 desa yang tersebar di tiga kecamatan yaitu Tanjung Lago, Muara Telang, Sumber
Marga Telang. Penduduk di kawasan ini menurut BPS Kabupaten Banyuasin (2013) berjumlah
99.810 orang atau 30.154 keluarga. Mereka umumnya (68,6%) bermatapencaharian sebagai
petani dengan komoditas utama padi, jagung, dan kelapa. Sisanya 15,9% buruh tani, dan
15,5,7% non tani.

Kawasan Batu Betumpang terletak di Kabupaten Bangka Selatan. Kawasan ini meliputi
sembilan desa yang terletak di tiga Kecamatan yaitu Pulau Besar, Payung, dan Air Gegas.
Kawasan ini berpenduduk 24.020 orang atau 8.140 keluarga yang umumnya (> 70%)
bekerja sebagai petani (BPS Kabupaten Bangka Selatan, 2013). Komoditas yang diusahakan
umumnya adalah padi, karet, lada, dan padi. Penduduk di desa-desa setempat, sebagian juga
bekerja sebagai nelayan atau petambak. Sedangkan penduduk di desa-desa transmigrasi selain
bertani juga bekerja sebagai buruh penambang timah atau sering disebut Tambang
Inkonvensional (TI).

PEL di Kawasan Telang dan Batu Betumpang dilaksanakan dengan skema pengembangan
Kota Terpadu Mandiri (KTM), sehingga kawasan tersebut juga disubut kawasan KTM. Secara
garis besar, kawasan KTM dibagi menjadi dua yaitu bagian pusat KTM dan hinterland KTM.
Pusat KTM di Kawasan Telang terletak di Desa Mulyasari, sedangkan pusat KTM Batu
Betumpang terletak di Desa Batu Betumpang.

Landasan operasional pembangunan KTM yaitu Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi RI Nomor: KEP. 124/MEN/V/2007 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan
Pengembangan Kota Terpadu Mandiri di Kawasan Transmigrasi. Peraturan tersebut
menyebutkan antara lain bahwa pembangunan KTM bersifat lintas sektor dan multidisiplin
sehingga pelaksanaannya membutuhkan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi dengan instansi
sektor terkait, badan usaha, dan masyarakat. Untuk itu, peraturan tersebut juga
mengamanatkan Pemerintah Kabupaten/kota untuk membentuk  kelompok kerja (Pokja).
Pengorganisasian PEL dalam skema KTM diamanatkan oleh Keputusan Menteri Tenaga Kerja
dan Transmigrasi RI Nomor: KEP. 214/MEN/V/2007. Peraturan ini antara lain mengamanatkan
Pemerintah Kabupaten/kota untuk membentuk kelompok kerja (Pokja) Pengembangan KTM.

Menurut data Bappeda dan Disnakertrans/Disnakertransos Kabupaten Banyuasin dan
Kabupaten Bangka Selatan (2013, dan 2014), kegiatan yang sudah dilaksanakan di kedua
kawasan cukup banyak (Tabel 4.1). Komponen yang memberikan kontribusi dalam PEL tidak
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saja dari Pemerintah tetapi juga dari Badan Usaha/”pasar” dan masyarakat. Pelaksanaan
kegiatan Pemerintah dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja Pemerintah Daerah SKPD.
Masing-masing SKPD melaksanakan kegiatannya dengan atau tanpa partisipasi masyarakat dan

Badan Usaha/”pasar” sesuai dengan jenis kegiatan dan pendekatan yang digunakan.

Tabel 4.1. Kegiatan PEL di KTM Telang dan Batu Betumpang

No Komponen

Kegiatan

Yang Berperan

Kawasan Telang*)

Kawasan Batu Betumpang*¥*)

A. Pemerintah/Pemerintah Daerah
1 Nakertrans (Pusat, Prov, a. Pembangunan prasarana pusat a.Pembangunan prasarana pusat KTM
Kab) KTM b. Bantuan modal RMP/RMU
b. Pengembangan LKM c. Bantuan  pemasangan listrik  bagi
c. Ujicoba budidaya padi IP 200 penduduk miskin
d. Pengembangan Primatani-Trans d.Pengembangan manajemen RMP
e. Pengembangan kewirausahaan e. Bantuan Hand Traktor
f.  Pengembangan ternak sapi f. Desain detil pembangunan pasar
g. Pertanian organik g. Pelatihan kewirauhasaan
h. Industri pupuk organik h. Pelatihan koperasi
i. Pelatihan Mitigasi Lingkungan. i. Bantuan mesin dan bangunan
j.  Bantuan Alsintan RMP/RMU
Pengembangan RMP j. Pengadaan hand traktor
k. Pelatihan Pengembangan Mutu k. Pengadaan gerobak motor
Produk l. Sosialisasi dan percontohan Kesling
. Ujicoba kedele KTM
m. Pembenihan padi m. Bantuan ternak sapi
n. Pelatihan handycraft n. Pengembangan kewirausahaan
0. Pelatihan kewirausahaan o. Pelatihan kewirausahaan
2 Dinas Pertanian dan dan a. Pengembangan peternakan sapi a. Pembuatan kebun hortikultura
Peternakan (Distanak) b. Pengembangan PUAP b. Pembangunan kandang sapi
c. Pengembangan Agribisnis c. Bantuan sapi bergulir
d. Pengembangan padilP 200 d. Pembuatan SID percetakan sawah
e. Pengembangan budidaya jagung e. Pembuatan JUT hortikultura
f. Pelatihan Biogas f. Penyuluhan Budidaya padi
g. Pembenihan padi g. Pembinaan Gapoktan/kelompok tani
h. Peningkatan jalan usaha tani h. Fasilitasi distribusi pupuk
i. Penyediaan irigasi permukaan i. Bantuan ternak sapi
3 Dinas Koperasi Pengembangan koperasi Pelatihan pengolahan hasil perikanan
Perindustrian dan Pelatihan kewirausahaan Pelatihan Industri kecil
Perdagangan Industri pupuk organik Membuat bandeng presto dan Kue
(Diskoperindag)/Dinas Pelatihan Pengembangan Investasi Pelatihan pengawasan mutu RMU
Perindustrian, Pelatihan kemudahan izin usaha
Perdagangan dan Pelatihan pembuatan bandeng
Koperasi Pelatihan pembuatan
(Disperindakop)
4 Dinas Kelautan dan Pelatihan budidaya ikan lele Rehabilitasi dermaga
Perikanan (Dis KP) - Pengembangan pembudidaya ikan
Pembangunan kolam ikan
5 Dinas Pekerjaan Umum Pengembangan infrastruktur Peningkatan jalan dan jembatan
(Dis PU) Pengairan, Jasa Pembangunan Watertreatment Plant Peningkatan saluran irigasi
Marga, dan Bina Marga Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi
Pembuatan peta jaringan irigasi
6 Kantor Pengelola Pasar Pembangunan los pasar -
Pengelolaan pasar -
7 Badan Ketahanan Penyuluhan Pembangunan lumbung pangan
Pangan (BKP)/ Badan Demplot jagung Pembuatan demplot
Pelaksana  Penyuluhan Penyuluhan Gapoktan/kelompok tani
Pertanian Perikanan dan Pelatihan perawatan ternak dan kompos
Kehutaan (BP4K) Pelatihan kewirausahaan
Pelatihan budidaya hortikultura
Pelatihan pengolahan pakan ternak
8 Dinas Pendidikan Pembangunan SMK Pembangunan SMK
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No Komponen Kegiatan
Yang Berperan Kawasan Telang*) Kawasan Batu Betumpang**)
(Disdik)

10 Dinas Kehutanan da Pelatihan bahaya kebakaran hutan Pembuatan JUT perkebunan
Perkebunan - Peningkatan jalan usaha tani
(Dishutbun) - Pengembangan kebun dan pembibitan

lada
Pengembangan kebun karet

11 Dinas Kesehatan Pengembangan Puskesmas Pengembangan Puskesmas Rawat Inap

12 Dinas Perhu-bungan Fasilitasi Angkutan Perintis Fasilitasi Angkutan Perintis
(Dishub)

B. Badan Usaha dan “Pasar”

13 BRI Membuka  gerai layanan jasa -
14 Bank Sumsel keuangan -
15 PDAM Membangun fasilitas air bersih -
16 PT Pusri a.Pengembangan Pembenihan Distribusi pupuk
padi
b.Ditribusi pupuk
17 Bulog Rehabilitasi Gudang -
18 PLN Penyediaan jasa listrik Penyediaan jasa listrik
19 “Pasar” a. Penyediaan sarana produksi a. Penyediaan sarana produksi
b. Penampungan hasil pertanian b. Penampungan hasil pertanian
c. Penyediaan bahan konsumsi c. Penyediaan bahan konsumsi
20 PT Damri Angkutan perintis Angkutan perintis

C. Kelembagaan/Organisasi Masyarakat

21 Koperasi BMT Trans Membuka  gerai layanan jasa -
keuangan syariah
22 Gapoktan dan a. Koordinasi kegiatan kelompok a. Koordinasi kegiatan kelompok tani
kelompok tani tani b. Pencetakan sawah
b. Pengelolaan RMP c. Peningkatan saluran irigasi
d. Penyediaan permodalan
e. Pengelolaan RMU/RMP
23 Himpunan  Wirausaha Mengkoordinasikan kegiatan Mengkoordinasikan kegiatan wirausaha
Transmigrasi wirausaha
24 Kelompok peternak Mengembangkan usaha ternak Mengembangkan kelompok ternak sapi
25 Kelompok  pembibitan - Pembibitan lada
lada
26 Kelompok pembudidaya - Pengembangan budidaya ikan/tambak
ikan
Sumber : *) Bappeda Kabupaten Banyuasin (2013 dan 2014); Disnakertrans Kabupaten Banyuasin,
(2013 dan 2014)
**¥) Bappeda Kabupaten Bangka Selatan (2013 dan 2014); Disnakertransos Kabupaten
Bangka Selatan (2013, 2014)
(Data sudah diolah kembali)
4.2. Sinergisme Komponen PEL

Berdasarkan hasil analisis empat dimensi sinergisme, kategori kolaborasi komponen PEL
di Kawasan Telang berbeda dengan di Kawasan Batu Betumpang. Kolaborasi di Kawasan
Telang masuk dalam kategori terfragmentasi, sedangkan di
Indikasi

berbeda dalam hal dimensi sistem, tujuan bersama, dan proses, tetapi hampir sama dalam hal

Kawasan Batu Betumpang

termasuk dalam kategori kurang sinergis. kolaborasi di kedua lokasi tersebut,
efek PEL (Tabel 4.2). Dimensi sistem di Telang misalnya, tidak tersistem dan tidak terklaster,
sedangkan di Batu Betumpang tersistem tetapi tidak komprehensif dan tidak direpresentasikan
Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam Gambar 4.1 dan 4.2.

Tujuan kolaborasi di Telang tidak dirumuskan bersama dan kurang dipahami oleh

dalam model.

masing-masing komponen. Sedangkan di Batu Betumpang, tujuan umum tidak disusun
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bersama, tetapi ada sasaran klaster yang disekapati dan dipahami oleh sebagian komponen.

Sasaran Kklaster tersebut

kurang legitimasi karena tidak tertulis dan tidak dilegalkan.

Tabel 4.2. Perbandingan Tingkat Kolaborasi dan Indikasi Sinergisme PEL di Kawasan Telang

dan Batu Betumpang

No Dimensi Indikasi
Sinergisme
Kawasan Telang Kawasan Batu Betumpang
1 Sistem Tidak tersistem dan tidak terklaster Sebagian tersistem dalam klaster (padi
dan sapi ) tetapi tidak komprehensif,
lainnya tidak tersistem
2 Tujuan bersama Tujuan tidak dirumuskan bersama. Tujuan utama tidak disusun bersama.
Tujuan yang dirumuskan umumnya Sasaran klaster disekapati sebagian
kurang dipahami oleh sebagian komponen, tetapi tidak disepakati dan
besar komponen mengakomodasi kepentingan komponen
lainnya
3 Proses kolaborasi Komitmen pimpinan untuk Komitmen pimpinan untuk membangun
membangun sinergi kurang sinergi kurang
Komitmen SKPD untuk berkontribusi Komitmen SKPD untuk bersinergi
tinggi, tetapi komitmen untuk bervariasi dari tinggi sampai kurang
bersinergi kurang
Komitmen badan usaha/”pasar” Komitmen badan usaha/”pasar” bervariasi
umumnya tinggi dari tinggi sampai kurang
Partisipasi masyarakat bervarisi Partisipasi masyarakat bervarisi dari tinggi
tinggi sampai nihil sampai nihil
4 Efek PEL pada Kolaborasi sudah memberikan efek Kolaborasi sudah memberikan efek positif

kesejahteraan sosial

positif pada kesejahteraan
sosial tetapi belum optimal dan
belum merata.

pada Kkesejahteraan sosial tetapi
belum optimal dan belum merata.

a. Livelihoods
resource

Livelihoods resource meningkat tetapi
belum optimal dan tidak merata

Livelihoods resource meningkat
belum optimal dan tidak merata

tetapi

b. Livelihoods

Kondisi usaha/pekerjaan umumnya
meningkat (terutama di desa pusat
KTM dan sekitarnya), tetapi belum
optimal dan tidak merata

Kondisi usaha/pekerjaan umumnya
meningkat (terutama di desa pusat KTM
dan sekitarnya), tetapi belum optimal
(kecuali padi) dan tidak merata

c. Livelihoods outcome

Pendapatan umumnya meningkat dan
biaya kebutuhan dasar umumnya
menurun, tetapi kurang optimal dan
tidak merata

Pendapatan umumnya meningkat dan
biaya kebutuhan dasar umumnya
menurun, tetapi kurang optimal dan tidak
merata

d. Keterjangkauan
keluarga miskin

Keterjangkauan penduduk miskin
kurang optimal. Sebagian besar
kegiatan PEL menjangkau keluarga
miskin pada desa yang terjangkau
program, kecuali dalam kegiatan yang
pesertanya terbatas. Program PEL
belum menjangkau masyarakat
miskin pada desa yang terletak
relatif jauh dari pusat KTM

Keterjangkauan penduduk miskin kurang
optimal. Sebagian besar kegiatan PEL
menjangkau keluarga miskin pada desa
yang terjangkau program, Kkecuali dalam

hal kegiatan yang pesertanya terbatas.
Program PEL belum menjangkau
masyarakat miskin pada desa yang

terletak relatif jauh dari pusat KTM

Kategori Kolaborasi

Terfragmentasi

Kurang sinergis

Sumber :

Hasil analisis tematik empat dimensi sinergisme

Dilihat dari dimensi proses kolaborasi, ada perbedaan di kedua kawasan. Komitmen

SKPD untuk membangun sinergi di Telang kurang, sedangkan di Batu Betumpang bervariasi

dari tinggi hingga kurang. Komitmen Badan usaha di Telang umumnya tinggi, sedangkan di

Batu Betumpang bervariasi

kawasan bervariasi dari nihil sampai tinggi.

dilihat dalam Tabel 4.2.

dari tinggi sampai

rendah.

Partisipasi masyarakat di kedua

Demikian seterusnya, perbedaan tersebut dapat

PEL di kedua kawasan secara umum memberikan efek yang hampir sama yaitu telah

meningkatkan

kesejahteraan sosial

tetapi
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demikian, jika dicermatri lebih lanjut, efek di Batu Betumpang lebih baik dibandingkan dengan
di Telang. Pengembangan komoditas padi di kawasan Batu Betumpang, sudah tersistem
walaupun sistem belum komprehensif dan belum legitimasi. PEL memberikan efek cukup baik
pada klaster padi melalui perbaikan kondisi lahan sehingga petani yang semula hanya
menanam padi sekali dalam tiga tahun menjadi 1-2 kali dalam satu tahun; peningkatan
kompetensi petani di bidang budidaya sehingga produksi meningkat dari dua menjadi tiga
hingga empat ton/ha; serta perbaikan pada subsistem pengolahan dan pemasaran sehingga
kendala pemasaran padi pada waktu musim panen dapat diatasi. Hal ini antara lain karena
kolaborasi di Batu Betumpang lebih sinergis dibandingkan dengan di Telang.

Penangung Jawab ‘
Bupati, Wakil Bupati, Ketu

a Bappeda

[ Disnaketrans

\
f l Disnakertrans ﬁ: i
i A\

LKM -+ BRI dan Bank
Sumselbabel

P. Permodalan

B —
s

Penanganan Pasca

P Sapi

P Sapidan Ppk Org P. Kewirausahaan

KAWASAN KTM

Sumber : Visualisasi terhadap hasil wawancara, observasi, analisis dokumen
Gambar 4.1. Model Kolaborasi PEL Eksisting di Kawasan Telang

Kegiatan PEL di kedua kawasan umumnya menjangkau penduduk tanpa membedakan
strata sosial, kecuali kegiatan dengan peserta/sasaran terbatas. Kegiatan dengan kelompok
sasaran terbatas (seperti pelatihan dalam kelas dan pengembangan usaha mikro dengan peserta
terbatas) cenderung hanya dinikmati oleh elit desa. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian
Laksmono (1999) yang menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program penanggulangan
kemiskinan di Indonesia ada gejala off target dimana kelompok paling miskin pada strata
masyarakat cenderung dihindari. Untuk itu, Dissos/Dissosnanakertrans dan Pemerintah Desa
perlu dimasukkan sebagai salah satu komponen PEL. Dissos/Dissosnanakertrans berperan
dalam program KUBE bagi penduduk miskin yang membutuhkan pendekatan khusus untuk
meningkatkan kompetensinya dan penduduk miskin yang komoditas usahanya tidak termasuk
dalam klaster. Pasal 127 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyebutkan antara
lain Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa bertugas antara lain melakukan upaya
pemberdayaan masyarakat Desa dengan menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak
kepada kepentingan warga miskin.
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Penanggung Jawab : Bupati/Wakil

Bupati/Sekda |
| Ketua Harian (Bappeda) |—1 ____________________ 1 Sekretaris
B KETRAN
Dis PU: DISTANAK : DISHUTBUN :
> -Saluran irigasi +Bantuan sapi «Jalan kebun |
*Pembangunan karet DISPERINDAGKO
vy N kandang sapi *Bibit karet P
Masyara *Pelatihan
DISTANAK k;lt pengolahan makanan
*Cetak sawah dan minuman
pSaianalbroduisi z Masyarakat BEGUELTS -Pengolahan ikan
—] *Pengembagan b BP4K *Pembibitan
klp +Pelatihan ternak lada
*Percontohan || DIS KP
I pengolah_an -Darmaga
DISOSNAKETRANS lada putih -Kelompok Budidaya Ikan
*RMU/RMP Dissosnakertrans Masyarakat glajarghicup *Pembanguan kolam ikan
IP2MKT <
S Masyarakat -Bantuan sapi
Klaster Padi Klaster Sapi
Padipati/Bappeda
Tujuan : Swasembada beras -
Tujuan : Swasembada daging
DINAS PU : DISSOSNAKERTRANS DISDIK : DISHUB : DISKES BP4K:
«Jalan dan jembatan (Prasarana di pusat KTM) *SMK *Angkutan printis : (BPP)
*Pusksma
S

Sumber : Visualisasi terhadap hasil wawancara dengan berbagai informan, observasi, dan analisis
dokumen
Gambar 4.2. Sistem Kolaborasi PEL Eksisting di Kawasan Batu Betumpang

4.3. Faktor Pendorong dan Kendala Sinergisme

Proposisi penelitian ini yakni : keberhasilan kolaborasi komponen PEL untuk mencapai
tingkat sinergisme dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor perencanaan kolaboratif, kesepakatan,
komunikasi, kepemimpinan, komitmen, partisipasi masyarakat, kepercayaan, legitimasi, konflik
kepentingan, readiness, kapabilitas kolaborasi, motivasi, sistem kolaborasi, tujuan bersama,
keadilan, dan faktor eksternal. Penelitian di kedua kawasan memperlihatkan bahwa sebagian
besar faktor tersebut memberikan indikasi sebagai faktor pendorong dan atau kendala
sinergisme komponen PEL.

Legitimasi, komunikasi, kepemimpinan, komitmen, partisipasi masyarakat, kepercayaan,
motivasi, keadilan, dan kesepakatan; masing-masing memberikan indikasi sebagai faktor
pendorong baik di Kawasan Telang maupun Batu Betumpang. Sedangkan tujuan bersama,
sistem kolaborasi, kapabilitas kolaborasi, kesiapan, dan perencanaan kolaboratif; hanya
terindikasi sebagai faktor pendorong di Batu Betumpang saja.

Dari enam belas faktor yang diidentifikasi, seluruhnya secara konsisten memberikan
indikasi sebagai faktor kendala di kedua kawasan, walaupun beberapa diantaranya dengan
indikasi yang berbeda. Sebagai contoh indikasi yang berbeda ditunjukkan antara lain oleh
faktor kapabilitas kolaborasi. Di Kawasan Telang, kurangnya kapabilitas kolaborasi
diindikasikan oleh Pokja yang tidak membangun sistem dan menetapkan tujuan bersama.
Sedangkan di Kawasan Batu Betumpang, kapabilitas kolaborasi kurang dengan indikasi Pokja
sudah membangun sistem tetapi sistem yang dibangun tidak komprehensif dan kurang
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legitimasi. Sebagai contoh indikasi yang sama ditunjukkan antara lain oleh faktor keadilan. Di
kedua kawasan, faktor keadilan diindikasikan oleh  penduduk miskin yang cenderung tidak
terjangkau oleh kegiatan PEL dengan peserta terbatas dan penduduk pada desa-desa yang
jauh dari pusat KTM yang belum terjangkau oleh sebagian besar kegiatan PEL.

faktor

sekaligus juga memberikan indikasi sebagai faktor pendorong, sebagian dengan indikasi yang

Sebagian besar faktor, disamping menunjukkan indikasi sebagai kendala,

berbeda. Sebagai contoh kesepakatan memberikan indikasi sebagai faktor pendorong dan
kendala di faktor
pendorong sinergisme di kedua kawasan. Demikian pula tidak adanya kesepakatan tujuan utma

kedua kawasan. Adanya kesepakatan pengembangan KTM, menjadi

dan rencana dalam Masterplan, menjadi faktor kendala sinergisme di kedua kawasan.

Selengkapnya pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3. Perbandingan Indikasi Faktor Pendorong dan Kendala Sinergisme PEL di Kawasan

Telang dan Batu Betumpang

No Pendorong

/Kendala

Indikasi Faktor Pendorong dan Kendala Sinergisme PEL *)

Telang Batu Betumpang
1. Pendorong - Perencanaan kolaboratif (dilakukan
redesain terbatas secara kolaboratif oleh
Pokja)
Kesepakatan (ada kesepakatan Kesepakan (ada kesepakatan

pengembangan KTM)

pengembangan KTM dan sasaran padi/sapi
yang dirumuskan Pokja)

Komunikasi (komunikasi antar komponen Komunikasi (komunikasi antar SKPD

umumnya baik) dengan sebagian masyarakat umumnya
baik)

Kepemimpinan (pimpinan memiliki Kepemimpinan (pimpinan memiliki

komitmen tinggi untuk mengalokasikan
dana di kawasan KTM)

komitmen tinggi untuk mengalokasikan
dana dan membangun sinergisme)

Komitmen (komitmen SKPD dan badan
usaha/”pasar” untuk berkontribusi tinggi)

Komitmen (komitmen SKPD untuk
berkontribusi  tinggi, komitmen sebagian
SKPD untuk berkolaborasi tinggi, komitmen
sebagian Badan usaha tinggi)

Partisipasi masyarakat (partisipasi  Partisipasi masyarakat (sebagian
sebagian masyarakat tinggi) masyarakat memiliki partisipasi tinggi)
Kepercayaan (kepercayaan antar komponen Kepercayaan (kepercayaan antar
umumnya baik) komponen umumnya baik)

Legitimasi (ada legitimasi prosedural Legitimasi (ada legitimasi  prosedural

terhadap KTM, Organisasi Pokja, dan terhadap KTM, Organisasi Pokja, dan

program masing-masing sektor) program masing-masing sektor)

- Kesiapan (sebagian komponen sudah siap,
karena sudah ada sasaran klaster padi dan
sapi )

- Kapabilitas  kolaborasi ~ (SDM  sudah
menyadari pentingnya tujuan bersama
dengan menetapkan sasaran Kklaster padi
dan sapi)

Keadilan (sebagian besar kegiatan Keadilan (sebagian besar kegiatan

menjangkau penduduk tanpa membedakan menjangkau penduduk tanpa

kaya atau miskin) membedakan kaya dan miskin)

Motivasi (motivasi sebagian SKPD dan Motivasi (motivasi sebagian SKPD dan

masyarakat  tinggi) masyarakat tinggi) Motivasi sebagian
SKPD tinggi

- Sistem kolaborasi (Pokja ~ merumuskan
sistem kolaborasi untuk klaster padi
meskipun tidak tertulis)

- Tujuan bersama (ada sasaran yang

disusun bersama untuk klaster padi dan
sapi)
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No Pendorong

Indikasi Faktor Pendorong dan Kendala Sinergisme PEL *)

/Kendala
Telang Batu Betumpang
2 Kendala Perencanaan kolaboratif (Masterplan tidak Perencanaan kolaboratif (Masterplan tidak
disusun bersama/perencanaan kolaboratif disusun bersama. Redesain perencanaan
tidak dilakukan) kolaboratif tidak mengakomodasi
kepentingan semua komponen)
Kesepakatan (tidak ada kesepakatan Kesepakatan (tidak ada konsensus tujuan
tujuan dan rencana dalam Masterplan, dalam Masterplan, sasaran klaster
karena tidak ada perencanaan kolaboratif) padi/sapi hanya disepakati oleh sebagian
komponen)
Komunikasi  (komunikasi non formal Komunikasi (komunikasi antara SKPD
terbatas, komunikasi dengan sebagian dengan “pasar”/badan  usaha  dan
masyarakat pada  sebagian kegiatan sebagian masyarakat kurang)
kurang)
Kepemimpinan (pimpinan kolaborasi Kepemimpinan (pimpinan kolaborasi
kurang memiliki komitmen dan kurang memiliki  kapabilitas untuk
kapabilitas untuk membangun sinergisme) membangun sinergismne)
Komitmen (komitmen SKPD  untuk Komitmen (sebagian SKPD dan Badan
bersinergi umumnya rendah) Usaha  untuk berkolaborasi umumnya
rendah
Partisipasi masyarakat (sebagian Partisipasi masyarakat (sebagian
masyarakat tidak atau kurang masyarakat tidak atau kurang
berpartisipasi, karena tidak terjangkau berpartisipasi, karena tidak terjangkau,
atau kegiatan kurang partisipatif) tidak dilibatkan, atau kegiatan kurang
partisipatif)
- Kepercayaan (kepercayaan masyarakat
pada awalnya kurang)
Legitimasi (legitimasi rencana dan tujuan Legitimasi (legitimasi sasaran dan tujuan
dalam Materplan kurang karena tidak yang dirumuskan Pokja kurang karena
disusun bersama) tidak dilegalkan).
Konflik kepentingan (ada konflik Konflik kepentingan (ada konfilik sosial
kepentingan alokasi resourse (waktu, pada awal pembangunan, ada konflik
tenaga, pemikiran) karena peraturan/target kepentingan alokasi resourse pada
sektoral sebagaian komponen karena
peraturan/target sektoral)
Readiness (sebagain besar komponen tidak Readines (sebagian komponen tidak tahu
tahu harus berbuat apa) harus berbuat apa, karena sistem tidak
komprehensif
Kapabilitas kolaborasi (kapabilitas  Kapabilitas kolaborasi (kapabilitas
kolaborasi kurang) sehingga : Pokja tidak kolaborasi kurang sehingga : Sistem yang
membangun  sistem dan  menetapkan dibangun tidak komprehensif dan kurang
tujuan bersama, peraturan tidak legitimasi, peraturan tidak
mengamanahkan sistem dan  tujuan mengamanahkan sistem dan  tujuan
bersama bersama)
Keadilan (penduduk miskin cenderung Keadilan (penduduk miskin cenderung
tidak terjangkau oleh kegiatan PEL yang tidak terjangkau oleh kegiatan PEL yang
pesertanya terbatas, penduduk pada desa- pesertanya terbatas, penduduk pada desa-
desa yang jauh dari pusat KTM belum desa yang jauh dari pusat KTM belum
terjangkau) terjangkau)
Motivasi  (motivasi ~ SKPD untuk Motivasi (motivasi sebagian SKPD untuk
membangun sinergisme rendah, motivasi membangun sinergisme rendah, motivasi
sebagian masyarakat untuk berpartisipasi sebagian masyarakat untuk berpartisipasi
rendah) rendah)
Sistem kolaborasi (kolaborasi  Sistem kolaborasi (sistem yang disusun
terfragmentasi/tidak tersistem) tidak  komprehensif dan kurang
legitimasi)
Tujuan bersama (tujuan tidak dirumuskan Tujuan bersama (tujuan utama  tidak
bersama, tidak mewadahi kepentingan disusun bersama, sasaran Kklaster tidak
bersama, dan  kurang dipahami oleh mewadahikepentingan bersama dan kurang
sebagian komponen) legitimasi)
Faktor eksternal (adanya target dan Faktor eksternal (adanya target dan
peraturan sektoral) peraturan sektoral)
Sumber : Hasil analisis tematik secara trianggulasi dari hasil wawancara dengan informan, data

sekunder, dan observasi.
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Analisis PTA (Gambar 4.3 dan 4.4) di kedua kawasan memperlihatkan bahwa kesiapan
atau ketidaksiapan/readiness secara konsisten menjadi faktor yang berpengaruh langsung pada
sinergisme. Selain itu, faktor ini juga berpengaruh secara langsung dan atau tidak langsung
pada komitmen dan motivasi SKPD, serta partisipasi masyarakat. Readiness ditunjukkan oleh
komponen yang umumnya tidak tahu harus berbuat apa untuk mendukung proses sinergisme.
Sementara itu, kesiapan sebagian komponen menjadi faktor pendorong sinergisme di kawasan
Batu Betumpang. Pentingnya faktor ini sesuai dengan pendapat Rosas (2009) dan Hall, at all
(2008) yang menyatakan bahwa readiness merupakan faktor yang dapat menghambat
keberhasilan kolaborasi pada saat awal, selama proses, maupun akhir kolaborasi. Oleh sebab
itu, upaya-upaya untuk meningkatkan kesiapan  komponen dalam berkolaborasi, sangat
penting dilakukan guna meningkatkan sinergisme.

Faktor lain yang berpengaruh langsung pada sinergisme adalah komitmen dan
partisipasi masyarakat. Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa kurangnya
partisipasi masyarakat disebabkan antara lain oleh faktor ekternal dan internal dari
masyarakat. Faktor eksternal antara lain faktor keadilan dengan indikasi sebagian masyarakat
tidak terjangkau, tidak tahu, dan tidak dilibatkan dalam proses PEL sehingga sebagian
masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk berpatisipasi. Menurut Soelaiman (1980) salah
satu faktor yang mempengaruhi partisipasi adalah kesempatan untuk berpartisipasi. Faktor
internal partisipasi sebagaimana hasil wawancara dengan informan adalah motivasi sebagian
masyarakat untuk berpartisipasi masih kurang karena ada kepentingan lain yang dianggap
oleh masyarakat bersangkutan lebih menguntungkan, belum ada contoh KTM yang berhasil,
tidak mampu berpartisipasi, atau masyarakat tidak tahu bagaimana berbartisipasi.

Di Kawasan Telang, komitmen SKPD untuk berkontribusi dalam bentuk kegiatan dalam
PEL umumnya tinggi, tetapi komitmen bersinergi kurang. Di Kawasan Batu Betumpang,
komitmen sebagian SKPD rendah. Akibatnya, banyak kegiatan dilakukan tetapi tidak saling
berkaitan secara terencana. Kurangnya komitmen SKPD untuk bersinergi disebabkan karena
faktor kendala readiness yaitu ketidaksiapan yang menyebabkan SKPD tidak tahu harus
bagaimana membangun sinergisme. Dari sisi lain, kurangnya komitmen juga disebabkan oleh
adanya konflik kepentingan dan kurangnya motivasi untuk bersinergi (Gambar 4.3 dan 4.4).

Konflik kepentingan mempengaruhi komitmen SKPD untuk bersinergi. Hal ini karena
sinergi dibangun dengan melibatkan lintas instansi, sementara mereka juga memiliki prioritas
dan kesibukan untuk mengejar target sektoral masing-masing, sebagai akibat adanya faktor
eksternal yaitu target dan peraturan masing-masing sektor. Akibatnya, masing-masing SKPD
cenderung memprogramkan kegiatan sesuai target sektoral masing-masing, bukan karena
sistem atau tujuan bersama. Hal ini sesuai dengan pendapat Argandofia (2004) yang
berpendapatt bahwa konflik kepentingan sering muncul dalam situasi di mana kepentingan
lembaga terganggu atau memiliki potensi terganggu oleh kepentingan pihak lain di luar
kesepakatan. Oleh sebab itu, faktor eksternal berupa kebijakan dan target sektoral penting
untuk dipertimbangkan dalam menyusun tujuan bersama dan model sinergisme.

4.4. Faktor Pemicu

Analisis PTA di kedua kawasan menujukkan bahwa kapabilitas kolaborasi secara
konsisten menjadi akar masalah yang memicu munculnya faktor regulasi, kepemimpinan,
perencanaan kolaboratif, tujuan bersama, sistem kolaborasi, dan legitimasi. Ketujuh faktor
tersebut secara bertautan dan konsisten menjadi pemicu bagi munculnya faktor-faktor lainnya
seperti readiness, komitmen sebagian SKPD, keadilan, konflik kepentingan, tujuan bersama,
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legitimasi, motivasi, dan partisipasi masyarakat. Selain itu, faktor eksternal berupa target dan
kebijakan sektoral juga konsisten menjadi pemicu munculnya konflik kepentingan di kedua
kawasan. Namun, dampak faktor eksternal akan dapat diminimalkan apabila faktor tersebut
dipertimabngkan dalam penyusunan model dan tujuan bersama, dan ketujuh faktor pemicu
sebagaimana tersebut di atas dapat diatasi.

Pentingnya kapabilitas kolaborasi dan kepemimpinan dalam membangun sinergisme
sesuai dengan pendapat Bryson, Crosby, and Stone (2006); McGuire (2006); dan Andrushko
(2012). Bryson, Crosby, and Stone (2006) berpendapat bahwa kepemimpinan merupakan
salah satu syarat penting untuk membangun sinergi organisasi yang terdeferensiasi. Sementara
menurut McGuire (2006) sinergisme membutuhkan pemimpin yang handal, terampil, dan
berkomitmen dalam membangun sinergisme. Sedangkan menurut Andrushko (2012) untuk
mencapai sinergisme dibutuhkan seorang manajer yang tegas dan memiliki kemampuan berpikir
untuk menemukan jalan baru ketika menghadapi jalan buntu dalam berkolaborasi.

Akibat Efek PEL pada kesejahteraan : sudah ada efek positif, tetapi tidak
optimal dan belum merata
Isu f
Tingat Kolaborasi : Terfragmentasi
Utama
T 1
Keadilan (Sebagian masy. belum | | Partisipasi sebagian
terjangkau/ tdk dilibatkan) masyarakat kurang
|
[
Komitmen SKPD utk Komunikasi SKPD dengan
bersinergi umumnya kurang sebagian masyarakat kurang
A *
Readiness (sebagian komponen tidak Motivasi «— Konflik

. —> .
tahu harus berbuat apa, belum siap) kurang kepentlngan Faktor eksternal

I T t Ada target &
|

I peraturan sektoral

Sistem Kolaborasi (belum Legitimasi tujuan dan rencana

. tersistem) kurang A

T I T

I
Perencanaan kolaboratif tidak dilaksanakan || ~ Tujuan tidak dirumuskan bersama, tidak menjadi
Perencanaan tidak merumuskan sistem konsensus, dan kurang dipahami oleh sebagian komponen
I I
Regulasi tidak mengamanahkan penyusunan Pimpinan Pokja tidak
tujuan bersama, sistem, dan perencanaan kolaboratif merumuskan sistem dan tujuan
T bersa‘tn;T

Kapabilitas kolaborasi |

Sumber: Hasil FGD DI Kawasan Telang
Gambar 4.3. Analisis Pohon Masalah Sinergisme Komponen PEL Untuk Peningkatan
Kesejahteraan Sosial di Kawasan Telang

Legitimasi organisasi secara konsisten menjadi faktor pendorong di kedua kawasan,
tetapi legitimasi rencana dan tujuan yang disusun dalam Masterplan di kedua kawasan
menunjukkan indikasi kurang karena tidak disusun bersama sehingga menjadi kendala
sinergisme. Di Kawasan Batu Betumpang, walaupun dibangun sistem dan sasaran Kklaster
kolaborasi, tetapi karena tidak dilegalkan sehingga kurang legitimasinya. Pentingnya faktor
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legitimasi dalam proses kolaborasi dikemukakan antara lain oleh Bryson, Crosby, and Stone
(2006). Oleh sebab itu, untuk meningkatkan legitimasi, sistem dan tujuan harus disusun bersama

dan dilegalkan dalam bentuk regulasi daerah.

- Efek PEL pada kesejahteraan sosial :
Akibat positif tetapi kurang optimal dan belum merata
Isu Utama Kategori kolaborasi : kurang sinergis

A

Keadilan

A 4

teriangkau/ dilibatkan)

?

(sebagian masyarakat belum sebagian masyarakat kurang

Partisipasi

Ft

Komitmen
sebagian badan usaha’pasar” kurang

Komitmen Komunikasi
sebagian SKPD kurang (dengan BU/”pasar” dan sebagian masyarakat
kurang)
7'y 7'}
/'y
[
Readiness (sebagian Motivasi sebagian Konflik Faktor eksternal
komponen belum siap) > SKPD kurang Kepentingan h (ada target/
7y 'y x peraturan sektoral)
Sistem > Legitimasi

( Sistem tidak tertulis dan tidak komprehensif)

T

(sistem, program, dan tujuan kurang)

T

Pimpinan Perencanaan kolaboratif Tujuan
(Pokja membangun sistem dan (Masterplan tidak disusun bersama, (tidak dirumuskan
merumuskan sasaran tetapi tidak tidak merumuskan sistem) bersama secara
komperhensif dan tidak tertulis) komnerhensif)
A
3 1 A
Regulasi

(tidak mengamanahkan : perencanaan kolaboratif, penyusunan
sistem dan tujuan bersama secara komperhensif)

A

Kapabilitas Kolaborasi
(kurang dalam aspek sistem, perencanaan kolaboratif, tujuan bersama, serta regulasi di bidang
perencanaan. sistem dan tuiuan bersama)

Sumber: Hasil FGD di Kawasan Batu Betumpang

Gambar 4.4. Analisis Pohon Masalah Sinergisme Komponen PEL di Kawasan Batu Betumpang
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Hasil analisis PTA di Kawasan Telang dan Batu Betumpang sebagaimana dijelaskan
dalam Gambar 4.3 dan 4.4, juga memperlihatkan bahwa kolaborasi yang tidak tersistem
secara komprehensif dipicu antara lain oleh  belum diterapkannya perencanaan kolaboratif.
Dalam konteks sinergisme PEL berbasis kawasan, perencanaan seharusnya dilaksanakan melalui
pendekatan perencanaan kolaboratif yang menghasilkan konsensus (Healey, 2006; Bryson,
Crosby, and Stone, 2006; Innes and Booher, 2010). Konsensus dalam hal ini meliputi konsensus
tujuan bersama, program-program yang dikembangkan, serta sistem kolaborasi komponen PEL
yang dituangkan dalam bentuk model yang komprehensif.

Belum dilaksanakannya perencanaan kolaboratif, diakibatkan oleh regulasi yang tidak
mengamanahkan perencanaan kolaboratif serta kapabilitas kolaboratif yang masih terbatas
diantara aktor termasuk yang merumuskan peraturan. Hal itu terjadi baik di Telang maupun
Batu Betumpang. Sebagaimana dikatakan Bryson, Crosby, and Stone (2006) bahwa membangun
legitimasi merupakan salah satu syarat penting untuk terjadinya sinergisme. Sementara itu
menurut Surbakti (1999) regulasi merupakan salah satu sumber legitimasi yang penting,
sehingga pihak-pihak yang berkepentingan akan melaksanakan aturan-aturan yang disepakati.
Menurut OECD (2010), regulasi merupakan bagian integral dari Pemerintahan yang -efektif
untuk membantu hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Selanjutnya
dikatakan bahwa regulasi yang efektif akan memberikan dukungan pada pengaturan
pembangunan ekonomi dan aturan hukum yang efektif, membantu para pembuat kebijakan untuk
memahami  tentang apa yang harus dilakukan, siapa yang melakukan, dan bagaimana
melakukannya. Sebagaimana dikatakan Bryson, Crosby, dan Stone (2006) bahwa membangun
legitimasi merupakan salah satu syarat penting untuk terjadinya sinergisme. Sementara itu
menururt Surbakti (1999) bahwa regulasi merupakan salah satu sumber legitimasi yang
penting, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan akan melaksanakan aturan-aturan yang
disepakati. Regulasi merupakan seperangkat perintah atau mekanisme yang dirancang secara
sengaja oleh pemerintah atau badan swasta untuk membatasi atau mencegah perilaku yang
tidak diinginkan, serta mendorong atau memfasilitasi perilaku yang diinginkan (Baldwin, Cave,
and Odge, 1912). Selanjutnya dikatakan bahwa penyusunan regulasi memiliki berbagai alasan;
diantarnya kebutuhan untuk menyebarluaskan informasi, adanya eksternalitas, menghindari
pengaruh  moral hazard, terjadinya kemungkinan kegagalan pasar, kebutuhan untuk
memperoleh manfaat yang besar, menjaga kesinambungan dan  ketersediaan layanan,
mengatasi adanya perilaku anti kompetisi dan predatory pricing, melindungi kepentingan
tertentu untuk keadilan, dan pendistribusian untuk mengatasi kelangkaan sumberdaya.

Kolaborasi yang tidak tersistem atau tersistem secara tidak komprehensif, menjadi
kendala sinergisme PEL di kedua lokasi. Mengacu pada definisi sinergisme, sistem
merupakan salah satu unsur utama dalam membangun sinergisme. Selain itu, Bryson, Crosby,
and Stone (2006) menyatakan bahwa  untuk membangun kolaborasi sehingga mencapai
kolaborasi tingkat tinggi diperlukan antara lain sistem dan tujuan strategis kolaborasi.
Sebagaimana hasil analisis PTA (pada Gambar 4.3 dan 4.4) faktor ini mengakibatkan munculnya
faktor readiness berupa Kketidaksiapan komponen PEL sehingga sebagian komponen tidak tahu
harus berbuat apa. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan sinergisme komponen PEL,
penyusunan sistem secara komprehensif yang direpresentasikan dalam model sinergisme
komponen PEL, sangat disarankan.

Dengan berbagai faktor kendala sebagaimana tersebut di atas, untuk meningkatkan
sinergisme komponen PEL, penting dilakukan upaya-upaya sebagai berikut: (1) meningkatkan
kapabilitas kolaborasi diantara komponen PEL, (2) melakukan perencanaan kolaboratif, (3)
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menyusun sistem kolaborasi yang direpresentasikan dalam bentuk model sinergisme, (4)
merumuskan tujuan/sasaran bersama.

Tujuan dan model bermanfaat sebagai acuan bagi setiap komponen untuk berperan
dalam PEL berbasis kawasan. Tujuan dan model tersebut juga dapat digunakan sebagai alat
bagi setiap komponen yang ingin berkontribusi atau berkolaborasi dalam PEL, tetapi belum
mengetahui peran atau kegiatan/program apa yang dapat dilakukan. Model juga dapat
digunakan sebagai instrumen bagi Pokja untuk melakukan monitoring dan evaluasi pada
setiap rapat Pokja. Oleh sebab itu, model tersebut harus selalu diperbaharui untuk
disesuaikan dengan kondisi aktual dan aspirasi berbagai komponen yang terus berkembang
secara dinamis. Hal ini sesuai dengan pandangan Bryson, Crosby, dan Stone (2006, p. 45-52)
bahwa struktur kolaboratif perlu disesuaikan dari waktu ke waktu.

Tabel 4.4. Perbandingan Faktor Pemicu Pendorong dan Kendala Sinergisme PEL di Kawasan
Telang dan Batu Betumpang

No Faktor Pemicu Pendorong dan Kendala Sinergisme PEL
Telang Batu Betumpang

1 Kapabilitas kolaborasi (akar Kapabilitas kolaborasi  (akar
masalah) masalah)

2 Kepemimpinan Kepemimpinan

3 Regulasi Regulasi

4 Sistem Kolaborasi Sistem Kolaborasi

5 Konsensus Tujuan Bersama Konsensus Tujuan Bersama

6 Perencanaan Kolaboratif Perencanaan Kolaboratif

7 Legitimiasi Legitimiasi

8 Faktor eksternal Faktor eksternal

Sumber : Rekapitulasi hasil analisis tematik

Agar model dapat memberikan manfaat sebagaimana diharapkan, model memuat tujuan
utama dan sasaran klaster yang mengakomodasi kepentingan bersama dan mudah dipahami.
Tujuan dan sistem tersebut harus dirumuskan dan disepakati bersama melalui perencanaan
kolaboratif agar memperoleh legitimasi. Intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah di masing-
masing klaster dalam model sinergisme tidak semata-mata berpihak pada masyarakat tetapi
juga memberikan fasilitasi agar “pasar” tetap bergairah sehingga ada keseimbangan antara
kepentingan masyarakat dengan “pasar”, untuk mencegah terjadinya disembeded economy;
sebagaimana pendapat O’Hara (2012).

Oleh karena beberapa alasan tersebut di atas, Kementerian yang kompeten perlu
menyusun regulasi yang mengamahkan perencanaan kolaboratif, tujuan bersama, dan model
sistem sinergisme. Penyusunan model dan tujuan bersama, mempertimbangkan faktor ekternal
berupa kebijakan masing-masing sektor. Selanjutnya, model dan tujuan bersama yang sudah
disepakati melalui perencanaan kolaboratif, ditetapkan sebagai regulasi daerah untuk
disosialisasikan kepada seluruh stakeholder sehingga masing-masing komponen memahami
perannya. Agar regulasi dapat tersusun dengan baik dan pimpinan memiliki kehandalan dan
komitmen untuk membangun sinergisme, perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan kapabilitas
kolaborasi di kalangan penyusun peraturan dan pemimpin daerah.

V. KESIMPULAN DAN SARAN
Implementasi pendekatan developmentalis dalam konsep sosial development melalui PEL
berbasis kawasan dengan skema KTM telah meningkatkan kesejahteraan sosial di kawasan
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perdesaan dengan jumlah penduduk miskin relatif tinggi yaitu Telang dan Batu Betumpang.
Namun, peningkatan kesejahteraan tersebut belum optimal dan tidak merata, karena
kolaborasi komponen PEL belum mencapai kategori sinergisme. Kolaborasi PEL di Kawasan
Telang termasuk dalam kategori kolaborasi yang terfragmentasi, diindikasikan oleh empat
dimensi sinergisme sebagai berikut: (1) kolaborasi komponen PEL tidak tersistem, (2) tujuan
kurang disepakati dan walaupun diinformasikan tetapi umumnya kurang dipahami, (3)
komitmen berkontribusi tinggi tetapi komitmen bersinergi kurang, partisipasi bervariasi dari
tinggi sampai nihil (4) walaupun PEL sudah memberikan efek positif bagi kesejahteraan tetapi
tidak optimal dan belum merata. Penduduk miskin paling miskin belum terjangkau oleh
kegiatan yang pesertanya terbatas.

Kolaborasi PEL di Batu Betumpang termasuk dalam kategori kurang sinergis, dengan
indikasi sebagai berikut: (1) kolaborasi komponern PEL tersistem tetapi tidak komperhensif
dan kurang legitimasi(2) tujuan disepakati dan dipahami oleh sebagian komponen tetapi
kurang legitimasi dan belum disepakati dan dipahami oleh komponen lainnya. (3) komitmen
pimpinan untuk membangun sinergi relatif tinggi, komitmen Badan Usaha umumnya rendabh,
dan partisipasi masyarakat bervariasi dari tinggi sampai rendah; (4) PEL sudah memberikan
efek positif bagi kesejahteraan tetapi tidak optimal dan belum merata. Penduduk miskin
paling miskin belum terjangkau oleh kegiatan yang pesertanya terbatas.

Penelitian ini menemukan bahwa faktor utama yang menjadi pendorong dan kendala
sinergisme komponen PEL untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan mencegah terjadinya
disembedded economy di Kawasan Telang dan Batu Betumpang ialah kapabilitas kolaborasi,
kepemimpinan, regulasi, sistem kolaborasi, konsensus tujuan bersama, perencanaan kolaboratif,
dan legitimasi. Faktor tersebut secara konsisten menjadi pemicu bagi munculnya faktor
lainnya yaitu readiness, komitmen bersinergi, keadilan, motivasi, konflik kepentingan, partisipasi
masyarakat, kepercayaan, dan komunikasi. Selain itu, juga ada faktor eksternal yang turut
memicu munculnya konflik kepentingan. Namun, dampak faktor eksternal akan dapat
diminimalkan apabila faktor tersebut sudah dipertimangkan dalam penyusunan model dan
tujuan bersama serta ketujuh faktor pemicu dapat diatasi.

Dibanding dengan preposisi (diacu dari McGuire (2006); Bryson, Crosby, dan Stone
(2006); Vangen dan Huxham (2003), Kahn dan Mentzer (1996), Kozuch (2009), dan Morris, 2010;
McGuire (2006) Bryson, Crosby, dan Morris, 2010; Arnstein (1969); Corning (1983); Hoornbeek,
Macomber, Phillips, dan Satpathi (2009), penelitian ini menambah faktor regulasi sebagai salah
satu faktor penting yang dapat menjadi pendorong dan kendala sinergisme PEL di kedua
kawasan. Selain itu, penelitian ini memberikan informasi bahwa masing-masing faktor-faktor
pendorong dan kendala, tidak berpengaruh secara setara terhadap sinergisme tetapi
berpengaruh secara terstruktur, terdiri atas faktor pemicu dan faktor terpicu. Dengan
demikian, upaya untuk meningkatkan sinergisme PEL dapat dilakukan lebih fokus terhadap
faktor pemicunya.

Guna meningkatkan sinergisme PEL (dengan skema KTM) untuk peningkatan
kesejahteraan sosial serta mencegah terjadinya distorted development dan disembedded
economy perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut. Pemerintah daerah perlu melakukan
perencanaan kolaboratif untuk merumuskan model kolaborasi yang komprehensif dan
tujuan/sasaran bersama. Sesudah model dan tujuan bersama dirumuskan, perlu ditetapkan
sebagai regulasi masing-masing daerah dan disosialisasikan kepada stakeholder.

Guna meningkatkan sinergisme PEL pada lokasi baru, disarankan agar faktor readiness
betul-betul diperhatikan sebelum implementasi PEL dilaksanakan. Caranya dengan
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meningkatkan kapabilitas kolaborasi , serta  melakukan perencanaan kolaboratif untuk
merumuskan model sinergisme yang komprehensif dan tujuan/sasaran bersama. Model yang
tersusun, selanjutnya dilegitimasi dalam bentuk regulasi daerah.
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